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DEM KEAD LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banj ar baru yang nmeneri ksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pert ama  dalam
per sid angan Maj elis telah menj at uhkan penetapan tentang

perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

NORD ANA BINTI  DJUMLI GASI, wunur 40 tahun, agama Islam
pekerjaan PNS, bert enpat tinggal di
Jalan A. Yani, Konplek 99, Batas Kota,
RT 001, RwW 001, No. 11, Kelurahan
Sungai ulin, Kecamat an Banj ar baru
Utara, Kot a Banj ar bar u, selanjut nya
disebut Penphon;

Pengadilan Agama
tersebut;

Set elah nenbaca dan nenpelajari berkas
perkara;

Sesudah nendengar keterangan Penohon, ibu kandung anak, dan

saksi - saksi di persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penphon telah mengaj ukan pernohonan pengangkatan
anak yang bernama Riana Yulinda, anak kandung dari pasangan
Wahyuni  bin  Talhah dan Herlina binti Djumli Gasi, yang
dilahi rkan di Mart apura pada tanggal 4 Desenber
2008, sebagaimana tertera dalam surat pernphonan tertanggal
23 Agustus 2010, yang telah terdaftar pada kepaniteraan

Pengadilan Agama Banj ar baru dengan register perkara

nonor 0066/ Pdt. P/ 2010/ PA. Bjb .., dengan alasan-alasan

sebagai beri kut

1. Bahwa Penphon belum

nmeni kah;

2. Bahwa Penphon nenpunyai penghasilan cukup dan dapat
bertanggung jawab untuk menenuhi kebutuhan hidupnya;

3. Bahwa berdasarkan keterangan dari ibu anak tersebut
yang bernama Herlina binti Dyunmi Gasi, suaminya yang

bernama Wahyuni bin Talhah telah neninggal dunia pada
saat anak berusia 2 bulan, dan ibu anak tersebut sekarang
tidak menpunyai pekerjaan/penghasilan yang tetap;

4. Bahwa ibu kandung anak tersebut yang bernama Herlina
binti Djumi Gasi telah nenyetujui anaknya dianmbil sebagai
anak angkat Penphon, dan persetujuan tersebut telah
di t uangkan dalam sur at hak asuh yang telah
di t andatan gani

tanpa tanggal di hadapan saksi-saksi. Hal ini telah nendapatkan
per set uj uan
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Sosial Kot a Banjarbaru sebagai mana tert era dalam surat

rekonendasi nonor 460/ 1120/ Dinsosnaker, tanggal 5 Agustus
2010;

5. Bahwa naksud pengangkatan anak ini agar nmasa depan anak
tersebut dapat lebih baik daripada diasuh oleh orang
tuanya sendiri, dengan pertinbangan keadaan ekonomi ibu
kandung anak tersebut yang kurang manpu;

6. Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Penphon
insya Allah anak tersebut akan tunbuh sehat dan nornal
sebagai mana dihar apkan;

7. Bahwa anak yang bernama Riana Yulinda binti Whyuni
tersebut telah berada dalam peneli haraan Penohon sejak
anak tersebut diserahkan sampai saat ini;

8. Bahwa selanma dalam peneli haraan/ pengasuhan Penphon, anak
tersebut diasuh dengan sangat baik dan penuh kasih
sayang sebagai mana |ayaknya orang tua terhadap anak
kandungnya sendiri;

9. Bahwa untuk kepentingan dan kebai kan nmasa depan anak
tersebut perlu adanya orang tua angkat yang nenggantikan
orang tua kandungnya yang bertugas untuk nenbinbing dan
mendi di k anak tersebut;

10. Bahwa dengan niat ibadah dan mengharap ri dha Allah SWI,
Perohon ber meksud nenj adi penggant i orang tua anak
tersebut dengan nenjadi kan anak tersebut sebagai anak
angkat ;

11. Bahwa Penphon berikrar sanggup dan nmanpu nengasuh,
nenbi nbi ng, dan nmendi di k anak tersebut sesuai dengan
kemanpuan, dengan kasi h sayang dan tanggung jawab | ayaknya
orang tua terhadap anak kandungnya sendiri;

12. Bahwa agar anak angkat Pemohon tersebut  menil iki
kepastian hak sebagai anak angkat dari orang tua angkat,
nmaka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan
perundang- undangan yang berlaku di wil ayah  Republ ik
I ndonesia ;

13. Bahwa Penphon sanggup nenbayar seluruh biaya yang tinbul
aki bat perkara ini; Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nonor
7 Tahun 1989 dan Inpres Nonor 1

Tahun 1991 serta Keputusan Menteri Agama Rl Nonor 154

Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Konpilasi Hukum Islam

Pengadi | an Agama menpunyai wewenang absolut meneri ma,

nmeneri ksa, dan nenetapkan permohonan pengangkatan anak bagi

yang beragama |slam
Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Penphon nohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Banj ar baru c.g. Maj elis

Hakim  yang di tunj uk unt uk nmeneri ksa perkara ini,

berkenan untuk nenjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi

sebagai beri kut

Prime

r o

- Mengabul kan permohonan
Penohon;

- Menetapkan sah nenurut hukum anak yang bernama
RI ANA YULINDA BI NTI WAHYUNI sebagai anak angkat dari
Penohon;

- Menbebankan biaya perkara nenurut
hukum

Subside
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adil nya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Perohon telah datang nenghadap di per sid angan.
Per sidan gan diawali dengan permbacaan surat permohonan
yang isin ya tetap dipertahankan oleh Penphon;

Bahwa, mgjelis hakim telah menberikan nasihat dan
pandangan berkaitan dengan pengangkat an anak menur ut
hukum  Islam bai k nengenai hak dan kewajiban yang
tinmbul, nmaupun hubungan hukum diantara anak angkat, orang
tua angkat, dan orang tua kandung anak tersebut;

Bahwa, Permphon nemaham  dan nenerima nasihat dan
pandangan mgj elis hakim tersebut;

Bahwa, Penphon nenyatakan akan nenjadi ibu angkat
yang baik dan bert anggung jawab terhadap anak angkatnya;

Bahwa, unt uk nmenbukt ikan dalil per nohonan,

Par a Penphon telah nengaj ukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk , nonor 6372055901700002,
tanggal 14
Januari 2010, atas nama Nordiana , bermeterai cukup, dan

telah dicocokkan dengan aslin ya, diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nonmor 470/393/01/KSU 09, tanggal 18
Juni

2009, at as nama Herlina, ber net er ai cukup, dan
telah dicocokkan dengan aslin ya, diberi kode P.2;

3. Fot okopi  Kutipan Akta N kah, nomor 450/ 17/1 X/ 2006,
tanggal 3 Septenber 2006, dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Urusan  Agame  Kecamatan  Banj ar baru, Kota Banj arbaru,
berneterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya,
diberi kode P.3;

4. Fot okopi Kart u Pegawai Neger i Sipil Republik
| ndonesia, nonor N. 352562, tertanggal 19 Maret 2009,
at as nana Nor diana, bermet er ai cukup, dan telah

dicocok kan dengan aslin ya, diberi kode P.4;

5. Fot okopi Surat Kematian, nonor 475/29-KESOS/KSU, tanggal
4 Agustus 2010, dikeluarkan oleh Lur ah Sungai Ulin
Kecamat an Banj ar baru Ut ar a, Kota Banj arbaru,
berneterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya,
diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nonor 0611/ EKSMII |/2006, tanggal
23 Maret

2009, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bernmeterai cukup, dan
telah dicoc okkan dengan aslin ya, diberi kode P.6;

7. Fot okopi Surat Pernyataan/ Persetujuan orang tua anak,
bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslin ya,
diberi kode P.7;

8. Asli  Surat Rekonendasi, nonor 460/ 1120/ Dinso snaker,
tanggal 5 Agustus 2010, dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, diberi

kode
P. 8;
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menghadirkan tiga orang saksi sebagai berikut

1. Herlina binti Djunli Gasi, umur 35 tahun, agana |slam
pekerj aan nmengurus rumah tangga, bertenpat tinggal di
Jalan A. Yani, Konplek 99 Batas Kota, RT

001, RW 001, Nonor 11, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru,
Kot a

Banj ar bar u;

Saksi ber sunpah nmenur ut tatacara agama I slam
unt uk menberi kan keterangan yang sebenarnya, tidak lain
dari yang sebenarnya, dan nenberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai beri kut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung anak yang bernama Riana
Yulianda dan adik kandung Penphon;

- Bahwa Penphon bermaksud nengangkat anak saksi sebagai
anak angkat Penphon, dan saksi tidak keberatan karena
merasa tidak manmpu nenbiayai anaknya akibat tidak
menpunyai pekerj aan t etap sedangkan suanminya  sudah
nening gal dunia;

- Bahwa saksi yakin, Penohon manmpu nengurus, nenelihara,
nendi di k, dan nenmbiayai anak angkatnya karena Penphon
menpunyai penghasilan tetap sebagai PNS (guru) dan
ber kelakuan bai k;

- Bahwa saksi tidak keberatan bila akibat pengangkatan
anak itu Penphon berhak nmenili ki harta peninggalan
anaknya nelalui wasiat wajibah;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan bila Penphon
mengangkat anak saksi sebagai anak angkat Penphon;

2. Yamani bin Dj unti Gasi, umur 37 t ahun, agama
Islam pekerj aan swasta, bert enpat tinggal di Jalan A.
Yani, Konplek 99 Batas Kota, RT 001, RW 001, Nonor 11,
Kelurahan Sungai Ulin, Kecamat an Banj ar bar u, Kot a
Banj ar bar u;

Saksi ber sunpah nmenur ut tatacara agama I slam
unt uk nenberi kan keterangan yang sebenarnya, tidak lain
dari yang sebenarnya, dan nenberikan Kketerangan yang pada
pokoknya sebagai beri kut:

- Bahwa saksi adalah adi k kandung Penohon;

- Bahwa Penphon nasih hidup sendiri, belum nenikah, dan
tid ak menpunyai tanggungan;

- Bahwa saksi nengetahui tentang nmaksud Penphon nengangkat
anak yang bernama Riana Yulianda binti Wahyuni sebagai anak
angkat;

- Bahwa menur ut saksi Penohon manpu menbia yai dan
menberi kan kasih sayang kepada anak angkat tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penohon sudah ikut mengasuh
anak tersebut sejak berumur li ma bulan atau setelah ayahnya
nmening gal dunia;

- Bahwa ibu kandung anak tersebut tidak keberatan dan ikhlas anak
te r sebut

diangkat sebagai anak angkat Penphon;
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ber penghasilan cukup untuk nenbiayai hidup dan pendidi kan

anak tersebut;

- Bahwa pihak keluarga Penphon dan keluarga ayah anak
tersebut nerasa senang dan tidak keberatan dengan adanya
orang yang bert anggung jawab atas peneliharaan dan biaya
pendidi kan anak tersebut;

3. Norianti War dani, S. E binti Syansuddi n, unur 40
t ahun, aganma Islam pekerjaan mengurus runmah tangga,
bert enpat tinggal di Jalan A. Yani, Konplek

99 Batas Kota, RT 001, RW 001, Nonor 12, Kelurahan Sungai Ulin,
Kecamat an

Banj ar baru, Kota Banj ar baru;

Saksi ber sunpah nmenur ut tatacara agama I slam
unt uk menberi kan keterangan yang sebenarnya, tidak lain
dari yang sebenarnya, dan nenberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai beri kut:

- Bahwa saksi nengenal Perphon karena bert et angga;

- Bahwa Permphon belum bersuanmi dan tidak nmenpunyai tanggungan;

- Bahwa saksi nmenget ahui maksud Penohon unt uk
mengangkat anak yang bernama Riana Yulinda, unur
delapan bulan, anak kandung dari pasangan Wahyuhi dengan
Herlina;

- Bahwa anak yang nau diangkat tersebut tinggal serunmah
dengan Penohon dan ibu kandungnya;

- Bahwa hubungan Penphon dengan ibu kandung dari anak yang
mau di angkat tersebut adalah saudara kandung;

- Bahwa ayah anak yang mau diangkat tersebut sudah neninggal dunia;

- Bahwa setahu saksi ibu kandung anak yang nau diangkat
tersebut setuju dan ikhlas Pemohon nengangkat anaknya
sebagai anak angkat karena ia tidak nenpunyai
pekerj aan;

- Bahwa Permphon nenpunyai pekerjaan tetap sebagai PNS (guru SDN ;

- Bahwa nenurut saksi Pemphon manpu nengasuh dan nendidik
anak tersebut karena ia seorang guru;

- Bahwa Permphon nenpunyai akhlak yang baik dan taat nenjalankan agamg;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan Penphon nengangkat
anak tersebut sebagai anak angkat, baik dari keluarga
Penohon sendiri maupun dari pihak keluarga alnmarhum ayah
anak tersebut;

Bahwa, atas keteranganketigaorang saksi tersebut,

Penphon nenbenar kan dan nenyat akan menerinm;

Bahwa, selanjutnya Penphon nenyatakan tidak mengaj ukan
apa-apa lagi dan nmohon perkara ini diputus;

Bahwa, oleh karena jalannya persidangan telah dicatat
sedem kian rupa, maka untuk meringkas uraian penetapan ini
ditunjuk hal ihwal sebagaimana ternuat dalam Berita Acara
Persidangan yang nerupakan satu kesatuan dengan penetapan

ini;
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Meni nbang, bahwa maksud dan t uj uan per nohonan
Penphon adalah seperti diuraikan di atas;

Meni nbang, bahwa pernohonan Penphon termasuk dalam
konpet ensi absolut Pengadilan Aganm, sebagaimana Kketentuan
pasal 49  hur uf a Undang- Undang Nonor 3 tahun 2006
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Normor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agamm, yang dijabarkan dalam penjelasan
pasal tersebut pada angka 37 tentang neksud “perkawinan”,
yaitu pada nonor ke-20, juncto pasal 171 huruf h dan pasal
209 Konpilasi Hukum Islam Oeh karena itu, dapat diterim
unt uk dipert i mbangkan lebih lanj ut;

Meni nbang, bahwa yang nmenjadi permasalahan pokok dalam

perkara ini adalah Penmphon nmohon agar maksud
Penphon unt uk mengangkat anak perenpuan yang bernama
Riana Yulinda binti Wahyuni ber dasar kan hukum Islam

mendapat kan kepastian hukum

Meni nbang, bahwa untuk nmenbuktikan dalil permohonan,
Penphon telah nengajukan alat bukti surat, dan nmenbawa
saksi - saksi sebagaimana diuraikan di atas, dan dari bukti-
bukti tersebut Mjelis akan nenilai terlebih dahulu;

Meni nbang, sepanjang nenyangkut bukti surat -- selain
dari surat pernyataan/persetujuan orang tua anak yang secara
formal tidak dapat diterima karena nencantunkan nama yang
sudah tidak dapat nenjadi pihak, dan tidak bertanggal --,
oleh karena secara substansial relevan dengan dalil Penphon,
bukti tersebut autentik, dan secara prosedural nenenuhi
syarat pengajuan bukti tertuli s, yakni bukti itu berupa surat
asli dan bagi yang berupa fotokopi telah diberi neterai
secukupnya dan dicocokkan pula dengan aslinya, maka sesuai
ket entuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3),
pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nonor
13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf a dan
huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Penerintah Nonor
24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan
Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea
Meterai, bukti tersebut dapat diterima dan nenjadi dasar
dalam nmenmutus perkara ini, sehingga oleh sebab itu,
harus dinyatakan terbukti bahwa :

1. Penphon dan Herlina binti Djumi Gasi sebagai ibu kandung
dari Riana Yulinda binti Wahyuni adalah penduduk Kota
Banj ar bar u;

2. Herlina binti Dumi Gasi dan Wahyuni bin Talhah adalah
pasangan suami isteri yang sah;

3. Nordiana binti Djumi Gasi adalah Pegawai Negeri Sipil;

4. Wahyuni binti Talhah telah nmeninggal dunia pada
tanggal 26 Januari 2009 karena sakit;

5. Riana Yulinda adalah anak sah dari pasangan Wahyuni dan Herlina;
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pUtUSﬂ”-m&hK@méﬁLagung-&an%ap layak dan manpu serta

bert anggung j awab unt uk nmengadopsi Riana

Yulinda;

Meni nbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi seperti
diurai kan di atas, oleh karena secara substansial relevan
dengan dalil Penphon, dan disanpaikan oleh orang-orang yang
patut diyakini menget ahui  persis keadaan Penphon Kkarena
menili ki hubungan yang sangat dekat dengan Penphon sebagai
saudara kandung dan tetangga dekat, disanping itu juga
telah menenuhi syar at prosedural kesaksian, yakni
disanpai kan di nuka persidangan dan dibawah sunpah, serta
secara f ormal ket er angan dan kesaksian

ter sebut saling nendukung dan
ber sesuaian, maka sesuai ketentuan pasal 309 Rechtsreglenment
Buitengewesten (R Bg) keterangan para saksi tersebut dapat
dinilai  nenili ki kekuatan penbuktian bebas dan patut untuk
di pert i nbangkan;

Meni nbang, ber dasar kan ket er angan dan penjelasan
saksi - saksi seperti diuraikan di atas, Mijelis Hakim telah
menperol eh fakta di persidangan yang pada pokoknya benar

- Bahwa Herlina binti Dj unti Gasi adalah adik
kandung Penmohon dan ibu kandung Riana Yulinda binti
Wahyuni;

i)_ Bahwa Penphon ber sungguh-sungguh ingin nengangkat Riana Yulinda
inti

Wahyuni sebagai anak angkat;
- Bahwa Herlina binti Djunmli Gasi tidak menpunyai pekerj aan
tetap dan suam yang ber sangkut an telah meninggal

dunia pada saat Riana Yulinda masih  berunur dua
bulan;
- Bahwa Penphon nesih hidup sendiri, belum nenikah, dan

tid ak nenpunyai tanggungan;
- Bahwa Penphon sudah i kut mengasuh Riana Yulinda
binti  Wahyuni sejak berunur |i ma bulan setelah ditinggal

mati oleh ayah kandungnya;

- Bahwa  Penphon diang gap manpu mengur us, menelihara,
mendidik, dan nenbiayai anak angkatnya;
- Bahwa Herlina binti Djum Gasi tidak keberatan anak

kandungnya Riana Yulinda diangkat sebagai anak angkat
Penphon dengan segala akibat hukummya;

- Bahwa Penphon adalah Pegawai Negeri Sipil (guru SDN;

- Bahwa Penphon berakhlak baik dan taat nenjal ankan agamg;

- Bahwa pihak keluarga Penmphon dan keluarga ayah kandung
Riana Yulinda tidak keberatan dengan pengangkatan anak
ini;

Meni nbang, sesuai ketentuan pasal 171huruf h Konpilasi
Hukum Islam yang dimksud dengan anak angkat adalah anak
yang dalam peneliharaan wuntuk hidupnya sehari-hari, biaya
pendidi kan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari
orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan
putusan pengadilan, nmaka patut difahami bahwa dalam hukum
Islam pengangkatan anak tid ak berakib at

pada putusnya hubungan nasab/keturunan dengan orang tua kandungnya,
tid ak
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pUtusan-m%kmqglﬁguﬁgrﬁOMrisi diantara orang tua angkat dan

anak angkatnya, dan juga tidak nengubah ketentuan mahram

sehingga orang tua angkat tidak terlarang untuk nenikahi anak
angkatnya bila terpenuhi syarat dan rukun perkaw nan, yang
ada hanyalah pengalihan tanggung jawab dalam hal
pemeliharaan untuk hidup si anak sehari-hari dari orang tua
asal kepada orang tua angkatnya itu, dan adanya hak untuk
saling neneri ma wasiat waj ibah  sebanyak- banyaknya 1/3
bagian dari harta waris nmsing-nmasing, sesuai ketentuan pasal
209 Konpilasi Hukum Islam

Meni nbang, berdasarkan pasal 39 ayat 1, ayat 2,
dan ayat 3 Undang- Undang Nonmor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, pengangkatan anak hanya dapat

dila kukan unt uk kepenti ngan yang terbaik

bagi anak, tid ak nenut uskan hubungan dar ah
antara anak yang dia ngkat dan orang tua kandungnya,

dan harus adanya kesamman agame antara calon orang tua
angkat dan calon anak angkat;
Meni nbang, Majelis perlu nengenukakan doktrin  hukum

I slam berkaitan dengan pengangkatan anak sebagai beri kut

1. Q.s. al -

Maidah, 5:2
,CJ.._;\ IJD 3”1(.5.3.& sy J'xl.sis.l .CJ.U\ Lyl:l 5”&13[5
_93'2'. _95_9.'

& dan tolong nenolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan
dan takwa, dan jangan tolong nenolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran&

2. Q.S. al-Ahzab, 33:4

iquSSp 5JS9 SsJip. ié}ln&,a 3”] {.ﬁ.}J |D,_9. 9dg 1gXS ”MJ
g0l 22 beleSa ...

& dan Dia tidak nmenjadikan anak-anak angkatmu sebagai
anak kandungmu (sendiri). Yang demnikian itu hanyalah
perkataanmu di  nulut mu saja. Dan Allah nengatakan yang
sebenarnya dan Dia nenunjukkan jalan (yang benar).
3. Q.S. al -
Ahzab, 33:5
o ada £ix 10 8o O islas! shilsne 3l55liSa 0 o soslSa
|.)_(«3.bp.~y1_U@,o. LYY

Panggilah nmereka (anak-anak angkat itu) dengan (nenakai)
nama bapak- bapak nereka. It ulah yang lebih adil pada sisi
Allah, dan jika kamu tidak nmengetahui bapak-bapak nmer eka,
maka (panggilah nmer eka sebagai) saudar a- saudar anu
seagama dan maula- maula nu&

4. Q.S. al-Ahzab,

33:37

Ko Y Ss0 £l I05eil] >,z 0 sl beslsSa 31 Siasl
slal iacs jux oigl glo,l 92ilS6l ...

0iger 9ol 9510 1oy I 0azeY

& Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya
(menceraikannya), Kam kawnkan kanu dengan dia supaya tidak
ada keberat an bagi orang nukmin untuk (nmengawini)
isteri-isteri anak-anak angkat nereka,
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putusan.m%{g@gn@pa@xg%g\geg@(gd itu telah nenyelesai kan keperluannya

dari isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Meni nbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di
atas dihubungkan dengan prinsip dan doktrin hukum Islam serta
ketent uan per undang- undangan yang berla ku tent ang
pengangkat an  anak, maka Mjelis berpendapat tidak ada
halangan hukum bagi Penphon untuk nmewuj udkan Kkeinginannya
mengangkat anak. O eh karena itu per nohonan Penphon
dalam petitum pert ana dan kedua dapat dikabul kan,
dengan nenyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan
oleh Penphon;

Meni nbang, terkait soal biaya perkara, nenurut ketentuan
pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nonor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Aganmae sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir
dengan Undang- Undang Nonor 50 tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nonor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan  Aganm, biaya perkara di bidang per kawinan
dibebankan kepada Permphon. Oeh karena perkara pengangkatan
anak termasuk dalam perkara perkawnan, maka beralasan
hukum apabi |l a petitum pernohonan Pemphon yang ketiga
di kabul kan dengan nenbebankan biaya perkara kepada

Penohon, yang jumahnya sebagai mana tersebut dalam
amar penetapan ini;

Mengin gat , segala peraturan perundang-undangan yang

berl aku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPK
AN

1. Mengabul kan permohonan Penphon;
2. Menyat akan sah pengangkat an anak yang

dila kukan oleh Permphon ber nama NORD ANA BINTI DJUM.I

GASI, alamat Jalan A. Yani, Konplek

99 Bat as Kot a, RT 001, RW 001, Nonor 11,

Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru UWara,

Kot a Banj arbaru, terhadap anak perenpuan bernama RI ANA

YULI NDA BI NTI WAHYUN, unur 1 tahun 10 bulan;

3. Menbebankan biaya perkara sebesar Rp 141.000,00 (seratus
enpat puluh satu ribu rupiah) kepada Penohon;

Deni kianlah penet apan ini diputuskan dalam
permusyawar at an Maj elis, pada hari Selasa, tanggal 21
Septenber 2010, bertepatan dengan tanggal 12
Syawal 1431 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banj arbaru
, Drs. IBROHI M sebagai Hakim Ketua , DENI HER ANSYAH, S. Ag.,
dan ANAS RUD ANSYAH, S.HI, masing-nmasing sebagai  Hakim
Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Hakim
Ketua dalam sidang terbuka untuk unmum dengan dihadiri oleh
Haki m Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H . WAH BAH,
S. Ag., sebagai Panitera

Pengganti , sert a dihadi ri
oleh Penphon;
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putusan.mahkamahagyig AQdch, Hakim

Ket ua,

DENI HER ANSYAH, S.Ag. Drs. | BROHI M
Hakim Anggot a, Panitera
Pengganti,

ANAS RUD ANSYAH, S. HI H . WAHI BAH,
S. Ag.

Perincian Biaya Perkara
1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000, 00
2. Biaya Proses : Rp 50.000, 00
3. Biaya Panggilan : Rp 50.000, 00
4. Biaya Redaksi : Rp 5. 000, 00
5. Biaya Meterai : Rp 6. 000, 00

Juniah : Rp 141.000, 00
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